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| . PENDAHULUAN

Maj el i s Haki myang kam nmnuliakan
Sdr Jaksa Penuntut Unum yang terhor nat

Pertama-tama kam ucapkan terinma kasih atas kesenpatan untuk nenbacakan Nota
Keberatan ini kehadapan si dang yang kam rmuli akan.

Set el ah kanmi nendengarKan dengan seksanma penbacaan Surat Dakwaan ol eh yang
terhormat Sdr. JaKsa Penunut Umum (JPU) pada sidang yang lalu serta nenpel ajari
berkas perkara atas nama Terdakwa, kam Tim Penasi hat Hukum Terdakwa nerasa
waj i b nmenyanpai kan Nota Keberatan atau eksepsi ini, karena surat dakwaan di buat
bukan hanya atas dasar hasil peneriksaan namun |ebi h banyak didasarkan atas
i maj i nasi dan spekulasi, sehingga secara unum yang terkesan adalah nengada-

ngada.

Sebel um kam nmenberi Kan urai an seria argunmentasi yuridis terhadap surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tersebut, izinkan kam untuk terlebih dahulu nenberikan
ganbaran yang utuh nmengenai segala sesuatu yang nel atar-bel akangi di aj ukannnya
perkara ini kehadapan sidang yang nulia ini

Maj el i s Haki m yang, kam rmuliakan

Apabila kita 5epinta5 |alu nenbaca atau nendengarkan surat dakwaan yang tel ah
di bacakan oleh yang terhormat Sdr. Penuntut Umum tersebut, walaupun telah
di gunakan cukup waktu untuk mencoba memaham hya, tetap saja kita di hadapkan pada
kenyat aan bahwa isi surat dakwaan yang disusun dan dibuat oleh JPU tersebut

sangat kabur.

D aj ukannya terdakwa Pollycarpus kenuka persidangan ini sebagai pelaku satu-
satunya atau pel aku tunggal dal am nel akukan perbuatan penbunuhan berencana atas

pej uang HAM Al mar hum Munir, benar-benar terkesan sangat di paksakan dan terkesan
sangat nmengada-ada. Hal ini adal ah sebagai aki bat dari kebi ngungan dan frustasi

Karena tim penyidi k yang tel ah di bantu ol eh TPF-Minir, yang di bentuk atas dasar
keput usan pr esi den, t el ah gagal unt uk




nmenemukan penbunuh sebenarnya. Seakan rekan JPU sedang nenpraktekkan pepatah
ti dak ada rotan akarpun jadi, tidak ada penbunuh- Polly pun jadi.

Ji ka sekiranya benar bahwa neni nggal nya Al mar hum Munir adal ah karena di racun dan
itu terjadi dalam perjal anan Jakarta-Si ngapura, nmaka hal yang paling nmendasar
yang patut di pertanyakan adal ah, benarkah dan masuk akal kah seorang Pol | ycar pus
yang | atar bej akang kehi dupannya semat a- nat a di abdi kan sebagai penerbang (pil ot)
dan jauh dari urusan politik, punya kepentingan untuk nmenbunuh seorana Munir ?

Dem ki an pul a dua awak kabin yang lain yaitu Yety dan Qdi, punya kepentingan apa
mer eka sanpai i kut-ikutan di dakwa nenbunuh Munir?

Meski pun kasus ini pada kenyataannya telah dilinpahkan dan disidangkan d

Pengadi | an dan Terdakwa yang di dakwa nel akukan penbunuhan berencana itu sedang
diadili, tetapi TPF yang masa kerjanya telah habis itu tetap saja nmendesak agar
Presiden SBY tetap berperan untuk nendesak pihak Kepolisian agar dapat
nmenunt askan peneri ksaan atas kasus ini. Menyadari bahwa peneriksaan atas kasus
Muni r memang belum tuntas maka mantan Ketua TPF Munir Brigjen (Pol) Marsudhi
Hanafi ditunjuk untuk nenggantikan Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan. yaitu untuk
nmenj adi ketua tim penyidik kasus Miunir di Mbes Polri. Kenyataan ini nenurut
pendapat kam justru nmenunjukkan bahwa menmang penbunuh yang sebenarnya apal ag

perencananya, mnenang belum di ketenukan/belum ditangkap untuk bisa dijadikan
tersangka ol eh Polisi. Ada pihak |lain yang nenurut pengamatan TPF, demi ki an pul a
pi hak kepolisian, yang nmasih perlu disidik dan bertanggung jawab atas
nmeni nggal nya Alm Munir. Dengan dem ki an nenuduh dan nenenpatkan Pol | ycarpus

apal agi Yetty dan Odie, sebagai satu-satunya pelaku atau pel aku tunggal, selain
sangat spekul atif, juga terlalu prenmatur.

Perintah KAPOLRI kepada Marsudi Hanafi, ketua Tim Penyidik, untuk neneruskan
penyel i di kan dan penyi di kan, nenunj ukkan masi h ada pi hak |ain yang harus di buru,
yang merupakan aktor intel ektual-nya, sebagaimana selama ini diisukan. Menjad

pertanyaan si apa pi hak lain yang jadi target penyelidi kan polisi itu?



Pada posisi ini sungguh nenyedi hKan, Terdakwa yang berhak untuk di anggapsebaga
tidak bersalah, telah diteriaki sebagai “penbunuh” justru diruang sidang yang
sedang meneri ksa perkara ini

Pel aku penbunuhan dan yang berada di bel akang penmbunuh Minir, masih dicari oleh
tim penyidi k yang di Ketuai oleh Marsudi Hanafi, sehingga Pollycarpus bukanl ah
penbunuhnya apal agi perencananya, sebagai nana yang di dakwakan ol eh JPU

Penbunuhan atas diri Minir tentunya dilakukan atau disuruh |akukan oleh
seseorang atau sekel onpok orang, yang nemang nenpunyai kepentingan |angsung,
notifasi kuat, serta nmasuk akal, untuk nmenghilangkan nyawa al marhum Minir,
pej uang HAM tersebut. Pollycarpus sama sekali tidak nenenuhi kriteria tersebut.
Ji ka sekiranya nmemang ada pi hak lain yang i kut berperan dan atau bahkan nenj adi
aktor inte/ektual-nya dalam peristiwa diracunnya Minir, maka sudah sepatutnya
dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dipertanyakan. Dalam kapasitas sebagai
apa Terdakwa seharusnya didakwa ikut serta atau nmenbantu pihak lain tersebut?
Masal ah ini ini sangat relevan untuk di pertanyakan karena ternyata tel ah terjadi
perubahan antara tenmuan penyidi k sebagai mana yang tertuang dalam BAP dengan
surat dakwaan.

Maj el i s Haki m yang kam nmul i akan,

Di tengah kesi bukan kami nenyusun Nota Keberatan ini, terjadi perkenbangan yang
sangat nenari k sekal i gus nengej utkan dal am perkara terbunuhnya Minir. Tiba-tiba
kita dikejutkan dengan ditangkapnya lagi dua orang yang diduga oleh pihak
penyidik terkait dalam penbunuhan itu. Sebagai mana ditegaskan sendiri ol eh
Kapolri, tentu perkenbangan ini sangat nenarik untuk disinak.

Beberapa medi a masa tel ah nmenurunkan berita di bawah j udul
"DUA TERSANGKA KASUS MUNI R DI TANGKAP. " (SP 12/ 8/005)



" PENYI DI K POLRI TEMUKAN CALON TERSANGKA BARU KASUS MUNI R' ( REPUBLI KA 13/ 8/005).
" DAKWAAN TERHADAP POLLYCARPUS MERAGUKAN.
"POLI SI MENAHAN TERSANGKA BARU' ( KOWPAS 13/ 8/ 005)

Menj adi pertanyaan: jika seandai nya Denar telah terjadi penangkapan itu dan jika
seandai nya benar ada indikasi keterlibatan nmereka, |alu apa peranannya? Yang
ner encanakan atau bahkan yang neracun?

Akan tetapi, jika sekiranya nantinya terbukti nemang benar ada keterlibatan
nmereka, |lalu bagaimana nasib Pollycarpus yang saat ini terlanjur didudukkan
sebagai Terdakwa dan telah dituduh nerencanakan penbunuhan dengan cara
menbubuhkan arsen ke mi numan Munir?

Sungguh satu keterlanjuran untuk tidak mengatakan kecerobohan yang dil akukan
ol eh penyi di k dan kenudi an kej aksaan. Kedua instansi ini telah menaksakan diri
unt uk mel i npahkan perkara penyi di kan yang sebenarnya bel um tuntas ke Pengadil an
dengan nenenpat kan. terdakwa Pollycarpus sebagai tunbal dan kelinci percobaan.
Bukan untuk alasan penegakkan hukum nanun |[|ebih nerupakan untuk al asan
menpronosi kan reputasi. Asal jadi perkara.

"Dakwaan tidak nmengganbarkan konspirasi penbunuhan seperti ditenukan TPF",
pernyataan ini justru muncul dari LSM HAM yang tergabung dalam Konite Aksi
Solidaritas Untuk Munir (KASUM .

Lebi h | anjut KASUM nmengat akan :

"...dakwaan jaksa tidak nengganbarkan bangunan konspirasi atau pernufakatan
jahat seperti ditenukan TPF, Padahal, bangunan konspirasi penting diungkapkan
unt uk rmenunj ukkan aaanya perencanaan yang | uar biasa"

Seharusnya, Jaksa manpu nengenbangkan dakwaannya dem nengungkap penbunuh dan
aktor utama penbunuh Minir, sehingga notifnya ditenukan secara pasti



Maj al ah TEMPO edi si 14 -18 Agustus 2005 dal am tulisannya antara | ai n nengat akan
"Tuntutan jaksa juga tak nengenbangkan keterlibatan dalang dibel akang
Pol | ycar pus”

Tak bisa |ain Pengadilan harus nenol ak dakwaan JPU ini dan nmenunda sidang untuk
sementara waktu. Senentara itu Presiden nelalui Jaksa Agung harus nenekan
aparatnya agar bekerja lebih serius. Polisi juga harus |ebih diingatkan agar tak
nmenberi informasi (hasil penyelidi kan dan penyi di kan) berkategori "sanpah" yang
hanya menberi al asan bagi jaksa untuk nmenbuat dakwaan asal - asal an

Senua Dakwaan itu di sandarkan pada angin, Polly, Yetty dan tersangka lain tidak
per nah nengaku nel akukan konspirasi nmenbunuh Miunir. Tak ada barang bukti, tak
ada dokument asi .

Seperti kata Presiden SBY, kasus Minir adal ah pertaruhan. Kita semua harus bisa
menbukti kan bahwa Pengadi | an kasus Minir bukanl ah " PENGADI LAN SESAT", yang hanya
menbuat kita menel an | udah.

Akhirnya, kam ingin menutup bagi an pendahul uan dari Nota keberatan ini dengan
menguti p penjelasan mantan KAPCLRI Da'i Bachtiar sebagai berikut:

"...penenmpatan Pollycarpus selaku tersangka dalam kasusnya terbunuhnya alm
Muni r dengan informasi yang sangat terbatas, hanya berdasar analisis |apangan.
Lebi h I anjut di katakan, jika hanya berdasarkan analisis tanpa fakta hukum kasus
ini di bawa ke Pengadilan, kesulitan lain daJam kasus ini karena polisi tidak
nmel akukan ol ah TKP, padahal untuk nengungkapkan suatu kasus kam selalu
berangkat dari olah TKP, senmentara dokunen hasil olah TKP yang dil akukan ol eh
otoritas Belanda tidak bisa nendukung upaya penyidi kan Polisi, kam kehil angan
nonentum ol ah TKP sehingga nenenpatkan Pollycarpus sebagai tersangka dengan

segal a keterbatasan informasi..." (TEMPO 10 JULI 2005).

I nilah pengakuan jujur dari nmantan Kapolri, dengan dem kian jelas kiranya bahwa
pengaj uan perkara ini benar terbukti dipaksakan, dan seorang Pilot bernanmma
Pol | ycar pus menj adi kor ban dengan mengat asnanakan unt uk keadi | an.



Di Pengadilan yang nulia ini, didepan istri yang hadir dipersidangan, seorang
Pol | ycarpus yang berada pada posisi harus dianggap tidak bersalah, diteriaki!

dituding!! dan di hujat!! sebagai penbunuh. Sungguh nenyedi hkan, sebab jika kasus
i ni berhenti pada Pollycarpus rmaka penbunuh yang sebenarnya tetap bebas dan akan

menert awakan peradilan ini.

1. TENTANG " TPF"- MUNI R

Meni nggal nya al marhum Munir dalam perjalanan untuk nmenuntut ilmu ke negeri
Bel anda tentul ah sangat nengejutkan. dan nenyentak perhatian, bukan saja kita,
nel ai nkan juga duni a internasional yang sudah nengakui nya sebagai tokoh aktivis
prodenokrasi dan pejuang HAM yang gigih serta berani nenganbil resiko dalam

ki prah perjuangannya.

Reaksi yang muncul nermang |uar biasa, berbagai dugaan, tudingan dan issue
kemudi an nerebak bernuncul an dan berkenbang sedeni kian rupa dengan berbaga

variasi dan kontroversinya. itulah sebabnya mengapa Presiden SBY sebagai nana
telah kam singgung diatas secara khusus sanpai nmenerlukan menbentuk satu tim
yang di namakan TIM PENCARI FAKTA (TPF) yang bertanggung jawab | angsung kepada

Pr esi den.

TPF bentukan Presiden tersebut diberi tugas untuk nel akukan Penyelidi kan dengan
tujuan meccari dan mengunpul kan fakta untuk menbantu penyidi k POLRI, deniKkian
pula DPR secara khusus telah pula nenbentuk TIM untuk nenmantau jal annya

penyi di kan tersebut.

Sebagai mana telah kani singgung di atas, baik kinerja nmaupun termuan TPF yang
tentunya masih menerlukan tindakan penyidikan yang |lebih mnendalam telah
di publ i kasi kan sedem ki an rupa kepada publik, publikasi itulah yang nenurut
pengamatan kam telah nelahirkan opini di masyarakat sekaligus kontroversi,
sehi ngga sangat waj ar di pertanyakan, perlukah suatu hasil "penyelidikan" yang
masi h menerl ukan tindakan penyidikan yang |ebih nendalam itu dipublikasikan

kepada publ i k?



Maj el i s Haki m Yang kam nmnul i akan

Sebagai mana di ket ahui, dalam KEPPRES No: 111/2004 - TENTANG PEMBENTUKAN TI M
PENCARI FAKTA- antara | ain di katakan bahwa:

"Tugas Tl M adal ah MEMBANTU POLRI dal am nel akukan penyel i di kan... dst".

Kata "menbantu" disini tentunya harus diartikan bahwa setiap apa yang disebut
sebagai tenuan oleh Tim dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, seharusnya
diteruskan terlebih dahulu kepada Penyidi k untuk dapat ditindaklanjuti secara
"pro justisia:" dan bukan untuk dipublikasikan kepada publik. Karena untuk

neni lai apakah suatu fakta: atau tenuan itu nenpunyai nilai yuridis untuk

di kenbangkan atau tidak. jelas hal mana nerupakan wewenang penyidik Polri
Apal agi dal am KEPPRES t er sebut di kat akan bahwa

"Sel esai nenjaJankan tugasnya TIM nelaporkan hasil penyelidi kannya kepada
Presi den".

"Penmerintah yang nantinya akan nengurmunkan hasil penyelidikan TIM kepada
Masyar akat " .

Akan tetapi, sebagainmana terbaca dalam berbagai media, termasuk nedia

el ektroni k, Tim Pencari Fakta kerap nenberitakan apa yang nereka sebut sebagai
"termuan" kepada publik sebelum dilaporkan kepada Presiden. Tenuan yang
di publi kasi kan itu telah nenciptakan opini bahwa seseorang dari institusi BIN
punya indi kasi terlibat dal am penmbunuhan Al m Munir, akibatnya, sebagai nana kita

saksi kan, terjadi polem k tajamdan saling tuding nmelalui nmedia nassa.

Menj adi pertanyaan apakah Penerintah nasih perlu dan |ayak nmengumunkan "tenuan"
TIM yang telah terpublikasi secara luas itu? Mjelis Hakimyang kam rmuliakan,
Kam Tim Penasi hat Hukum tentunya tidak bermaksud untuk nengatakan bahwa
penbent ukan TPF-Munir itu tidak ada manfaatnya, karena pada kenyataannya banyak
temuan Tim nenjadi bahan nasukan yang sangat nenbantu kinerja pihak Penyidik.
Namun, ti ndakan menpubl i kasi kan t emuan t er masuk



rekomendasi - r ekomendasi unt uk . nenet apkan seseorang untuk di peri ksa bahkan | ayak
di posi si kan sebagal tersangka, tentunya nelahirkan nmsalah tersendiri yang
kontroversial. Sebab, sebagai mana kam sebutkan di atas, tenuan itu masih harus

di per dal am dal am ti ngkat penyi di kan

Kam juga nenpunyai alasan untuk menpernasal ahkan diterbitkannya KEPPRES. yang
mencant unkan bahwa :

Permerintah yang nantinya akan nmengununkan hasil penyelidikan Tim kepada
masyar akat. Mengapa ?

Menurut pendapat kam tidak sepatutnya penerintah berniat nengununkan) hasil
temuan yang nasi h dal am tahapan penyelidi kan. Kita senua tentunya sudah sangat
mermahani , bahwa "penyelidi kan" (menurut KUHAP) baru nmerupakan serangkai an
ti ndakan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa atau kejadian itu merupakan
peristiwa pidana atau bukan, dan bel um sanpai nenentukan si apa pel akunya, dengan
dem kian apa kepentingannya untuk rmengurmunkan hasil penyel i di kan yang
sebagai mana di akui sendiri oleh TPF, masih belumtuntas itu?

Kita tentunya telah sangat memaham bahwa tugas dan atau wewenang untuk
nel akukan penyi di kan dan kenudi an nenentukan siapa tersangkanya itu ada pada
pi hak POLRI dan bukan pada TPF yang hanya diberi tugas nenbantu nel akukan
penyel i di kan untuk nengunpul kan fakta. |Itulah sebabnya, bisa difahan kalau
sanmpai saat ini Presiden belum juga nmengurmunkan hasil kerja dari TPF neskipun
tel ah didesak. Itulah pul a sebabnya nengapa kam katakan bahwa tidak sepatutnya
TPF nenpubl i kasi kan apa yang di sebut sebagai tenuan yang nasi h dangkal ter5ebut

kepada publi k.



| 11. DASAR HUKUM

Maj el i s Haki myang kam nmnuliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang ter hor mat

Pada persidangan yang lalu. 9 Agustus 2005, kita semua mnendengarkan surat
dakwaan yang di bacaKan ol eh rekan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan yang ditulis dan
di bacakan dengan nenggunakan bahasanya Jaksa Penuntut Unum itu ternyata
di tanggapi ol eh Terdakwa dengan kata-kata "ada yang tidak bisa dinengerti".
Terdakwa ternyata tidak bisa nengerti darinmana Jaksa Penuntut Urum dapat
nmengat akan bahwa dirinya adalah aktivis gerakan NKRI. Seterusnya sepanjang 30
nmeni t penbacaan sur at dakwaan, kita semua di per dengar kan ber bagai
keti dakj el asan, ketidakcermatan, dan berbagai keganjilan, sehingga dakwaan
sangat terkesan kabur. Karena ketidakjelasan dan kekaburan inilah naka kam
nmenyanpai kan Eksepsi/ keberatan terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Unum

Hukum Acara Pidana kita telah nmenberi kan hak dan sekaligus kewajiban kepada
kam , sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa, untuk mengaj ukan keberatan atas
Surat Dakwaan yang di buat ol eh rekan Jaksa Penuntut Umum Hak dan kewaji ban
unt uk mengaj ukan keberatan ini nerupakan hak dan kewajiban yang dijanmin ol eh
pasal 156 (1) KUHAP.

Maj el i s Haki m yang kam mul i akan.

Menurut henat kami, secara garis besarnya terdapat dua macam keberatan yang
nmenj adi hak dari Terdakwa atau Penasehat Hukum Yang pertanma adal ah berdasar kan

pasal 156 KUHAP yang menyat akan: dakwaan tidak dapat diterima. Yang kedua adal ah
berdasarkan pasal 143 KUHAP. Jika keberatan jenis yang kedua ini diterim maka
Surat Dakwaan dinyatakan batal dem hukum sedangkan untuk jenis yang pertama
jika keberatan diterima ol eh haki m maka perkara tidak diperiksa |ebih |anjut.

Ber dasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, naka syarat nmutiak
menyusun surat dakwaan adal ah harus di cantunkannya uraian mnengenai waktu dan

tempat terjadinya delik, dan delik vyang didakwakan. Syarat nutlak nana



dal am surat dakwaan terseDut narus diurai kan secara- cermat, jelas, dan |engkap,
karena pel anggaran dan atau tidak di penuhi nya syarat mnutlak tersebut konsekuens

juridisnya adal ah sebagai mana ditentukan dal am Pasal 143 ayat (3) KUHAP, vyaitu
surat dakwaan yang tidak menenuhi ketentuan sebagai nana di maksud dal am ayat (2)
huruf b batal demi hukum

Pasal 143 KUHAP nemang tidak nenberi kan penjel asan dan pengertian |ebih |anjut
tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas, dan |engkap nengenai delik
yang di dakwakan dengan nenyebut waktu dan tenpat delik itu dilakukan. d eh
karena itu dal am prakteknya, pengertian dan cara penguraian cermat, jelas, dan
| engkap tersebut diserahkan kepada vyurisprudensi dan doktrin yang berl aku.
Menurut Jonkers: yang harus dinuat adalah selain nengurai kan perbuatan yang
sungguh- sungguh di | akukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus nenuat
unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Artinya, surat dakwaan harus
menuat dan nengurai kan sedeni ki an rupa, sehingga jelas dan terang bahwa suatu
per buat an sungguh-sungguh tel ah dil akukan (perbuatan materiil). Ternasuk dal am
urai an yang jelas dan | engkap adal ah tentang bagai mana perbuatan di | akukan dal am
kai tan dengan perunusan del i k dal am hukum pi dana serta di nmana tercantum | arangan
atas perbuatan itu.

Bahwa nenurut ketentuan pasal 143 KUHAP avat (2), penuntut unum di bebani untuk
nmenbuat surat daKwaan yang harus nenenuhi persvaratan fornal (143 KUHAP ayat 2
huruf "a") dan persvaratan materiel (143 KUHAP ayat 2 huruf "b"). Persyaratan
mat eri el memuat dua unsur yang secara mutl ak harus ada pada surat dakwaan yaitu:

- uraian cermat, jelas, |engkap nengenai tindak pidana yang di dakwakan
- tenmpus delicti dan locus delicti

Kam tegaskan |agi, bahwa nenurut KUHAP pasal 143 ayat (3): Surat Dakwaan yang
ti dak memenuhi ket entuan sebagai mana di naksud dal am ayat (2) huruf "b" bata

denj hukum Dengan kata lain Surat Dakwaan adalah batal dem hukum jika
persyaratan materiil tidak di penuhi. Atau juga dapat dikatakan bahwa ber dasar kan
pasal 143 ayat 3, Surat Dakwaan batal denmi hukum jika dirunuskan secara tidak
cermat, tidak jelas, maupun tidak | engkap.




Untuk itulah kam nengajak persidangan ini nenguji-kecermatan, kejelasan, dan
kel engkapan Surat Dakwaan yang tel ah di runuskan ol eh rekan Jaksa Penuntut Unum

| V. TI DAK BERDASAR " BAP"

Surat Dakwaan JPU nerupakan dakwaan dengan urai an yang tidak jelas karena tidak

| engkap. Terutama karena JPU nengurai kan dakwaanya ti dak di dasarkan kepada hasi

peneri ksaan sebagai mana termakt ub dal am ber kas perkar a.

Pada hal aman 2 Surat Dakwaan JPU nmenyebut kan
"Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDI HARI PRI YANTO yang sejak tahun 1999 tel ah
nmel akukan berbagai kegi atan dengan dal i h unt uk nenegakkan Negara . Kesatuan
Republ i k I ndonesia. ..dst"

At as dasar hasil peneriksaan yang nmana atau kesaksiannya siapa sehingga JPU
dapat nenberi kan atribute pada terdakwa Pollycarpus sebagai aktivis NKRI. Sebab
tidak ada satupun dokumen di dalam berkas perkara yang dapat dijadi kan dasar
bagi JPU untuk nenyatakan bahwa Terdakwa sejak tahun 1999 telah nel akukan
kegi atan dengan dalih nenegakkan Negara Kesatuan Republik |ndonesia (NKRI).
Lalu, atas dasar apa JPU nmenyusun dakwaan dengan |atar bel akang NKRI sepert
itu, darinmana pula nmenperol eh tahun "1999"? Disinilah |etak ketidakjelasan dan
keti dakl engkapan uraian itu, sehingga haruslah dianggap sebagai dakwaan yang
kabur .

Lebih dari itu, JPU nengabai kan fakta yang terungkap dari hasil penyidikan
penyi di k yang termaktub dalam berkas perkara ini (BAP). Yaitu fakta bahwa
Ter dakwa sehari-harinya bekerja dan berpofesi sebagai seorang pilot pesawat
Ai rbus pada PT. Garuda Indonesia, serta tidak ada keterangan maupun kesaksi an
apapun di dal am BAP yang nenerangkan bahwa Terdakwa nenjadi anggota organi sasi -
organi sasi apapun, apalagi yang bergerak dalam bidang penbelaan terhadap
keut uhan NKRI .



Ket i dakj el asan dan ket i dakl engkapan uraian JPU itu dapat dilihat secara sebaga
beri kut ;

- Darinmana tiba-tiba seorang pegawai (pilot) disuatu perusahaan penerbangan
besar seperti Garuda, dengan jadwal penerbangan yang ketat, bisa nmenpunya
kesenmpat an untuk nmenjadi aktivis NKRI ? Apakah untuk nenpertahankan NKRI
Ter dakwa nenperol eh tugas kenegaraan dari PT. Garuda atau dari Penerintah
Rl atau dari organisasi profesi atau organisasi sosial? Absennya uraian
seperti ini nenjadi kan uraian JPU sebagai tidak |engkap

- Waian lain yang tidak nenperol eh perincian adalah kata-kata JPU bahwa
sejak 1999 telah nelakukan "berbagai kegiatan" .Kegiatan apa saja itu?
Dengan siapa saja kegiatan dilakukan, dan dinana saja kegiatan itu
di | akukan? Absennya urai an seperti ini juga nenjadi kan urai an JPU sebagai

tidak | engkap.

Maj el i s Haki m yang Kam mul i akan

Sdr JPU nanpaknya menberi kan penilaian sendiri dengan nmengganbar kan seol ah-ol ah
Terdakwa risau dengan kiprah alm Minir dal am perjuangan nenegakkan HAM yang
menurut penilaian Sdr. JPU dianggap dapat nerusakkan keutuhan NKRI. Hal ini
berarti oleh JPU, Terdakwa dicoba untuk dikesankan seol ah-ol ah secara pri badi
dan atas dasar kepentingan yang bersifat pribadi itulah (nenurut versi JPU)
Tel dakwa nerasa berkepentingan untuk nenghentikan aktivitas Minir dengan cara

menbunuhnya.

Itul ah sebabnya nengapa sahabat dan kawan seperjuangan Al marhum yang tergabung
dal am KASUM nenpert anyakan dakwaan Sdr. JPU tersebut.

"Dakwaan tidak nengganbarkan konspirasi penbunuhan seperti ditenukan ol eh
TPP" .

Sungguh suatu tindakan spekulatif yang terlalu nengada-ada dan sangat nenusuk
rasa keadilan. Seandainya saja Alnmarhum Minir nmasih hidup dan nelihat
keti dakadi | an yang ingin ditegakkan dengan nengatasnamakan dirinya, kani vyakin
Al mar hum  Munir yang pertama kal i akan nmel ancar kan protes dengan



keras. Kam juga yakin Al marhum Munir tidak akan rela nelihat orang berteriak
dan menudi ng Pol |l ycarpus sebagai penbunuh atas dirinya. Karena Al marhum Munir
pasti juga tidak nmenginginkan seorang seperti Pollycarpus yang tidak punya
kepentingan dan atau titik singgung dengan perjuangan Al marhum harus di dudukkan
sebagai Ter dakwa.

O eh karena dakwaan terhadap Terdakwa adal ah penbunuhan dengan direncanakan,
maka dal am diri pel akunya dal am hal ini Terdakwa haruslah punya kepentingan dan
atau notifasi logis yang nenjadi dasar untuk nenghilangkan nyawa yang mnenj adi
target yaitu Minir.

Kam nendapat kesan yang kuat bahwa Sdr. JPU sulit untuk nendapatkan al asan atau
notifasi yang masuk akal, -maka- agar punya dasar untuk nendakwa Terdakwa,
dengan ganpangnya Sdr. JPU telah nenciptakan sendiri notifasi untuk Terdakwa
agar bisa dijadikan alasan nmengapa penbunuhan itu harus dilakukan dengan
berencana. Motivasi yang di karang-karang ol eh JPU adal ah di ganbar kan seol ah-ol ah
Terdakwa adalah seorang patriot bangsa, negarawan sejati yang nenmpunya
kepedul i an dengan keut uhan Negara Kesatuan Republik I ndonesi a.

v. Pl HAK " TERTENTU'

SURAT DAKWAAN TI DAK JELAS DAN TI DAK CERMAT DALAM PENYEBUTAN MOTI F TERDAKWA

Masi h pada hal aman 2 Surat Dakwaan, JPU nenyebut kan

"Bahwa terdakwa POLL YCARPUS BUDI HARI PRI YANTO yang sejak tahun 1999 tel ah
mel akukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk nenegakkan Negara Kesatuan
Republ i k 1 ndonesi a. . . dst

...yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak TERTENTU telah sangat nengganggu
terl aksananya program Penerintah dst nengaki batkan ADANYA PlIHAK, ternmasuk

Terdakwa sendiri yang tidak dapat nenerimanya.................. dst



Urai an seperti ini adalah suatu uraian yang abstrak sehingga merupakan uraian
yang tidak jelas. Karena siapa Pl HAK TERTENTU yang di maksud JPU dal am dakwaannya
tersebu!. Ternyata tiaak ada penjelasan. Berarti Sdr. JPU tetap saja nenbiar Kan

masyar akat terus bertanya-tanya tentang misteri dibalik nmeninggalnya Alm Mnlr
?

Dakwaan dengan urai an seperti itu juga nerupakan dakwaan yang kabur. Karena pada
saat penyelidi kan dan penyidikan, Tim Pencari Fakta ("TPF') naupun penyidik
tel ah dengan JELAS nenjadi kan (menbidik) seseorang/instansi tertentu sebaga
pel aku atau yang berada dibel akang penbunuhan Munir, S.H Akan tetapi karena
sanpai dengan pelinpahan perkara ini kepada Pengadilan, tidak atau belum juga
dapat dipastikan keterlibatan seseorang/instansi itu, mnmmka karena keterbatasan
wakt u, dal am rangka nenut upi keti dakmanmpuan penyi di k/ penunt ut unum rmaka Ter dakwa
di aj ukan sebagai Terdakwa Tunggal

Unt uk dapat nenjadi kan Terdakwa sebagai Terdakwa Tunggal harus terdapat notif
pada diri Terdakwa, naka dicaril ah al asan-al asan bahwa Terdakwa adal ah aktivis
penj aga keutuhan NKRI yang tidak senang dengan kegiatan Minir, S.H, sehingga
mendorong diri nya nel akukan penbunuhan terhadap diri Al nmarhum Munir, S H

Padahal pengungkapan notif ini sebagaimana telah kam jelaskan di atas, tidak
di dasarkan kepada hasil penyelidi kan dan atau penyidi kan, akan tetapi serua itu
di | akukan lebih semata-mata karena ketidakberhasilan TPF dan atau penyidik
mengungkap "seseorang/instansi" yang dianggap sebagai pel aku penbunuhan atas
diri Al marhum Munir, S.H Lebih dari itu, Pasal 55 KUHPi dana nensyar at kan adanya
keterkaitan amat erat diantara Terdakwa dengan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr.
Cedi Irianto, namun anehnya JPU nyata-nyata tidak nenyebutkan notivasi apa yang
mendorong Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. OCedi Irianto baik sendiri-sendiri atau
bersama-sanma dengan Terdakwa untuk nel aksanakan dakwaan nengerikan berupa
kej ahat an sebagai mana di atur dal am Pasal 340 KUHPi dana jo. Pasal 55 (1) Ke-1
KUHPi dana itu?



Keti adaan notivasi yang jelas dan logis nenjadi kan surat dakwaan ini tidak
jelas, tidak cermat dan tidak |engkap, sedenikian baru nenjadi adil apabila YTH
Maj el is Hakim peneri KSa perkara menyatakan Surat Dakwaan adalah BATAL DEM
HUKUM

Maj el i s Haki m yang kam nul i akan,

Kal au nemang ada pi hak tertentu yang juga nerasa sangat terganggu dengan ki prah

perjuangan Al marhum bukankah bisa saja "pihak tertentu itu yang |lebih

menghendaki terbunuhnya Munir keti nbang seorang pil ot yang bernama Pol |l ycarpus ?

A eh karenanya, tidaklah nengherankan kal au rekan-rekan dari TPF bahkan dunia
I nt er nasi onal masi h saja nmendesak agar Presiden SBY serius nmenbongkar kasus ini,
si nyal yang diberikan oleh yang terhormat Sdr. JPU dengan nenggunakan kal i mat
"pi hak tertentu"” neneguhkan keyakinan kita bahwa Pollycarpus nmemang sengaja
dij adi kan tunbal untuk menutupi pel aku sebenarnya yang nenmang punya notifasi dan
ber maksud nenghenti kan ki prah Munir, yaitu M X, atau menurut istilah Sdr. JPU
adal ah "pi hak tertentu" tersebut.

O eh karenanya (meskipun kam tidak sependapat), persangkaan Polisi yang

nenenpat kan Terdakwa bersama 2 crew |ainnya dalam kapasitas sebagai penbantu
| ebi h masuk akal, ketinbang sebagai pel aku utana.

VI . PASAL "56" KUHP di DROP?

JPU nmelalui Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa el anggar Pasal 340
KUHPi dana jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPi dana, senentara dal am berkas perkara sebaga
hasi | penyel i di kan, Terdakwa diperiksa dan dilakukan penyelidikan dalam
kai tannya dengan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ke -1le KUHPi dana. Dengan
dem ki an, dengan dasar apakah JPU nenghi | angkan Pasal 56 ke -1le KUHPi dana itu?
Lalu dengan dasar apa JPU kenudi an nenyusun Surat Dakwaan dengan nenerapkan
dakwaan terhadap diri Terdakwa dengan Pasal 340 KUHPi dana jo Pasal 55 (1) ke-1
KUHPi dana?



Apabi | a penerapan Pasal 55 KUHPidana ol eh JPU dianggap sebagai sesuatu yang
benar, Quod Non. tetap saja Surat Dakwaan JPU tidak jelas, tidak |engkap, dan
tidak cermat, karena tidak nmenuat unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

JPU dal am surat dakwaannya: mendakwa Terdakwa baik bertindak sendiri sendiri
at aupun bersama-sanma derigan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Qedi Irianto, akan
tetapi JPU tidak menjelaskan bagi nanakah peran masi ng-nasi ng dan bagai nanakah
bentuk Kkerjasama diantara mereka. JPU tidak nenjel askan apakah Terdakwa yang
nmel akukan at aukah yang nenyuruh mnel akukan ataukah yang turut serta nel akukan.

Lebi h dari itu berdasarkan hasil| peneri ksaan yang tertuang dal am berkas perKkara,
nmenurut pendapat ahli pidana DR Chairul Huda, S.H, MH, inti penyertaan
(Pasal 55 KUHPi dana) adal ah "delik yang hanya terwujud atas peran serta |ebih
dari satu orang. Keterkaitan pel aku dengan peserta yang | ain sangat erat".

Suatu surat dakwaan harus jelas nmenuat senua unsur tindak pidana yang di dakwakan
(vol doende en duidelijke opgave van het feit) dan disanping itu surat dakwaan
juga harus nmenerinci secara jelas bagaimna cara tindak pidana itu dilakukan
terdakwa. Tidak hanya nengurai kan secara umum Tetapi harus diperinci dengan
jelas bagai mana terdakwa nel akukan tindak pidana.! Apabila tidak menenuhi hal
tersebut, maka surat dakwaan akan batal dem hukum sebagai mana Yuri sprudensi
Mahkamah Agung RI, nel al ui putusan-putusan MA R No.42 K/ Pid/ 1982 tanggal 19 Mei
1983 dan Putusan MA Rl No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983.

Bahkan secara tegas DR Chairul Huda, S.H, MH , nenyatakan bahwa |l Terhadap
tersangka POLL YCARPUS nenurut pendapat ah/i tidak dapat diterapkan sebagai

peserta de/ik sebagai nana di atur da/am pasa/ 55 KUHP. Ber dasar kan hal - hal
di atas, maka semakin terang bahwa Surat Dakwaan JPU nyata-nyata tidak jelas:
tidak cermat dan tidak |engkap sedem kian nenjadi kabur dan tidak menenuhi

ket ent uan- ket ent uan dal am Pasal 143 KUHAP. d eh kar ena

! Lihat M. Yahya Harahap. S.H., Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP jilid |, Cetakan ketiga, 1993
halaman 423.



itu, baru nenjadi adil apabila Ycing Miulia Majelis Haki m Peneri ksa Perkara ini
nenyat akan Surat Dakwaan JPU adal ah BATAL DEM HUKUM

Maj el i s Haki m yang kam nuli akan.

Jika kita baca dan teliti BAP yang dibuat oleh pihak penyidik, kita tenukan
dal am BAP t ersebut bahwa pasal yang yang di sangkakan kepada Terdakwa (diti ngkat
penyi di kan) antara |l ain adal ah pasal 56 KUHP jo. 340 KUHP. Yaitu pasal tentang
menbant u unt uk nel akukan penbunuhan berencana. Pasal inilah yang diyakini oleh
penyi di k keti ka mel akukan peneri ksaan atas kasus i ni

Akan tetapi, sebagai mana telah kam singgung di atas, ketika kita cermati surat
dakwaan yang tel ah di bacakan pada sidang yang lalu, ternyata tuduhan "nenbantu"
sebagai mana di atur dal am pasal 56 KUHP tel ah di kesanpi ngkan ol eh yang terhor nat
Sdr. JPU. Dengan demi ki an, waj ar di pertanyakan nengapa pasal 56 KUHP ini telah
di kesanpi ngkan ol eh JPU?

Menurut pendapat kam, karena JPU nenyadari bahwa nmenuduh dan nenuntut terdakwa
Pol | ycar pus dengan tuduhan nenbantu nel akukan penbunuhan berencana sebagai nana
di yaki ni penyidi k, akan nenyulitkan Sdr. JPU dal am nenyusun dakwaan. Karena jika
nmenuduh Terdakwa nel akukan perbuatan "nenbantu", maka JPU tidak bisa tidak,
harus terlebi h dahulu bi sa nenanmpil kan sosok M X, sebagai pelaku yang di bantu
ol eh Terdakwa. Karena sosok tersebut sanmpai saat ini ternyata masih belum juga
di ket enukan, dan masih juga dicari -maka- | sebagai mana kani sebutkan di atas,
Sdr. JPU telah memaksakan diri untuk tetap nmenuduh Terdakwa, dengan cara
nmengesanpi ngkan pasal 56 KUHP yang sejak semnula bersama dengan pasal 55 KUHP
di j adi kan dasar ol eh Polisi untuk nmenyidi k kasus ini

Dengan demni ki an, antara BAP dengan surat dakwaan nenjadi tidak menpunya
rel evansi dan korelasi dan hal ini sudah tentu sangat nerugi kan hak Terdakwa
untuk menbela diri.



Menurut Yahva Harahap?, runusan surat dakwaan- harus sejalan dengan hasi

peneri ksaan penyidi kan. Runusan surat dakwaan yang nenyinpang dari hasi
peneri ksaan penyi di kan nerupakan surat dakwaan yang pal su dan tidak benar. Surat

dakwaan yang dem ki an ti dak dapat di pergunakan Jaksa untuk nenuntut Ter dakwa.

VI I . PREMATURE

Sur at Dakwaan JPU Premat ur

Ter hadap kasus penbunuhan atas diri rekan Munir, S.H, Presiden telah nenbentuk
TPF cengan nenerbitkan Keppres No.111 Tahun 2004 untuk nenmbantu penyidik
mel akukan penyelidi kan dan penyidi kan, vyang kenudian masa kerja TPF pun
nengal ami  perpanjangan waktu dan kenudian setelah habis nmmsa kerjanya,
penyel i di kan dan penyidi kan atas kasus penbunuhan ini sanpai sekarang tetap
di |l anjutkan dengan dipinpin oleh Bapak Brigjend Mrsudi Hanafi, sedem kian
sampai saat ini tersiar kabar adanya tersangka baru. deh karena itu: Surat
Dakwaan JPU sel ayaknya bel um di aj ukan, karena nyata-nyata proses penyelidi kan
aan penyidi kan masi h berjalan dan bahkan terdapat tersangka baru yang nengkait
dengan neninggalnya Aim Mnir, S.H Hal ini untuk menghindari saling tunpang
tindi hnya perkara sehingga perkara ini senmakin rumt dalam nmenenukan kebenaran

sejati.

Surat Dakwaan JPU seperti ini adal ah Surat Dakwaan prenmature, karena nyata-nyata
tidak I|engkap dan selayaknya untuk dinyatakan dibatalkan oleh Mjelis Hakim
Peneri ksa Perkar a.

2 |bid, halaman 387



VI11. Urai an PENYERTAAN

Tidak Jelas dan Kabur tentang Dakwaan "bersama-sama" nel akukan, nenyuruh
met akukan, dan turut serta metakukan.

Dakwaan KESATU rekan JPU. haiaman 2 alenia pertama berbunyi "Bahwa terdakwa
Pol | ycarpus Budi hari Priyanto baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-
sama_dengan Yeti Susmiarti dan Qedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari
Senin tanggal 6 Septenber 2004 sanpai dengan Selasa tanggal 7 Septenber 2004
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Septenber 2004
bertenmpat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways nonor Penerbangan GA-974
tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHAP,
Pengadi | an Negeri Jakarta Pusat berwenang neneriksa dan nengadili perkaranya

tel ah nel akukan, nenyuruh nelakukan, atau turut nelakukan perbuatan dengan

sengaj a dan direncanakan terlebih dahulu........ dst".

Dakwaan tersebut adalah tidak jelas dan kabur berdasarkan analisis yuridis
sebagai beri kut :

Pada dakwaan kesatu tersebut, Terdakwa di dakwa mel akukan perbuatan pi dana secara
ber sama-sama. dengan Yeti Susmiarti dan Cedi Irianto, akan tetapi dal am kali mat
yang sama Terdakwa sekaligus juga didakwa sebagai telah nelakukan, nmenyuruh
| akukan, atau turut nelakukan, yang pada dasarnya hanyal ah pengutipan bunyi
pasal - pasal yang di dakwakan saj a. Rangkai an kalimat yang disusun JPU
menbi ngungkan (kabur/tidak jelas) sehingga adal ah tidak jelas apakah

A. Terdakwa, Yeti Susmarti, dan Cedi Irianto itu bersanm-sama nel akukan
ti ndak pidana? atau

B. Apakah Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan OCedi Irianto itu bersana-sana

nmenyur uh | akukan? atau




C. Apakah Terdakwa. yeti Susmarti: dan QCedi Irianto itu bersama-sanma turut

serta | akukan? atau

D. Terdakwa nei akukan, sedangkan Yeti Susmiartj dan Cedi Irianto turut serta

nmel akukan? At aukah
E. Terdakwa yang nenyuruh Yeti Susnjarti dan QCedi Irianto nel akukan?
Rekan JPU dal am nenbuat Surat Dakwaan KESATU tel ah mencanpur-adukan berbagai

bent uk penyertaan (deel nem ng) pada satu orang terdakwa sehi ngga dakwaan nenj ad
kabur dan tidak jel as. Dengan nendasar kan pada runusan dakwaan JPU di atas: naka

Ter dakwa adal ah sebagai orang yang nel akukan (pleger) dan sekaligus nenyuruh
nmel akukan (doen pleger), serta sebagai orang yang turut serta melakukan

(medepl eger) .

Susunan dakwaan JPU juga dapat berarti bahwa Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan Cedi
Irianto bersama-sana nmenyuruh |akukan. Hal ini menjadi kan dakwaan tidak jelas,
"siapa yang di suruh" bila ketiganya adal ah sebagai orang yang nenyuruh?

Keti dakj el asan dan kekaburan yang | ain adal ah mengenai tenpus delicti. Antara
orang yang nenyuruh nel akukan (doen pl eger) dengan orang yang nel akukan (pl eger)
dapat nenpunyai tenpus delicti tersendiri. Menyuruh nelakukan (doen pleger),
tempus delicti-nya tentu | ebih dahulu dari yang nel akukan (pl eger), namun karena

hal ini tidak diurai kan ol eh JPU, naka perihal tenpus ini adalah tidak jelas.

Rekan JPU dal am dakwaan kesatu nendakwakan bahwa Terdakwa, Yeti Susm arti dan
Cedi Irianto tel ah bersama-sanma nel akukan tindak pidana, nanun keadaan "bersanma-
sama" sebagai unsur tindak pidana hanya disebutkan begitu saja dalam surat
dakwaan tanpa penjelasan |ebih |anjut, sehingga adal ah tidak jelas bersama-sam
yang bagai mana yang di maksud JPU. Apakah Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan OCedi
Irianto bersama-sanma nel akukan (pleger)? Atau apakah Terdakwa bersama-sam

dengan Yeti Susmi arti dan Cedi Irianto



sebagai orang yang nenyuruh nel akukan (doen-pleger), Jika yang terakhir yang
di maksud maka keti dakj el asan yang | ain akan muncul, yaitu siapakah "pleger"-nya
ji ka sama-sama sebagai orang yang nenyuruh nel akukan (doen pl eger)?

Keti dakj el asan yang sanma (kal au tidak dapat di katakan sebagai kekacauan) adal ah
tentang urai an penyertaan pada Dakwaan Kedua (nulai halaman 6). Di katakan ol eh
JPU. Pol lycarpus bai k bertindak secara sendiri-sendiri atau bersana-sana dengan
Ranel gia dan Rohainil. dst telah nelakukan, nmenyuruh |akukan atau turut
nmel akukan perbuatam dengan sengaja nenekai surat palsu atau yang dipal sukan
seokah-ol ah asli. ...dst.

Uaian JPU di atas tidak nenberikan ganbaran yang jelas tentang bagai nana
sebetul nya konstruksi dakwaan JPU. Siapakah yang diposisikan sebagai yang
nmel akukan pemnal suan, apakah Pollycarpus atau Ranel gi a? Atau dil akukan bersana-
sama. Kal au dil akukan secara bersama-sama, nengapa JPU tidak menguraian secara
| ebih terperinci tentang kerjasama nemal sukan surat ini? Kermudian apa peranan
Rohai ni|l, sebagai yang turut serta atau yang disuruh untuk nel akukan pemal suan?
Kal au betul Rohainil disuruh, nengapa JPU tidak nengurai kan |ebih |anjut, siapa
yang nmenyur uh Rohai ni |

Menper hati kan surat dakwaan JPU seperti itu, nmaka sebetulnya kita hanya
di suguhkan cerita kronologis versi JPU begitu saja. Nanun adal ah tidak jelas
cerita mana yang dapat di kategori kan sebagai bersama-sama nel akukan, turut serta
nmel akukan (nmedepl eger) dan cerita mana yang nasuk dal am nenyuruh mel akukan (doen
pl eger) atau nel akukan (pleger)? Kekaburan ini nenberi kan pemahaman seol ah kita

disuruh memlih sendiri dakwaan yang bagai mana yang cocok untuk Ter dakwa.

Kenbal i kepada dakwaan kesatu. Ketidakjelasan dan kekaburan yang |ain adal ah
dakwaan JPU bahwa Terdakwa, OEDI |RIANTO, dan YETI SUSM ARTI bersana-sama
nmel akukan penbunuhan berencana. Maka tidak boleh tidak, mereka senua harus
nmenpunyai al asan dan notif yang sanma untuk nenbunuh MUNIR, SH, nanun dal am Sur at
Dakwaan- nya, JPU sedi ki t pun ti dak



nmenyi nggung perlhal notif OED | RI ANTO dan YETI SUSM ARTI dal am nenbunuh MUNI R,
SH. Ketiadaan notif tersebut jelas-jelas nenbuat Surat Dakwaan JPU nenjadi
premature dan kabur, karena ada suatu |ogi ka dan garis / LINK yang terputus dan
ti dak nyambung dal am perkara ini. Cara berpikir JPU tersebut sungguh aneh karena
menuduh tiga orang bersama-sama nel akukan penbunuhan. tetapi yang punya notif
hanya 1 orang. Menurut Doktrin Hukum yang berlaku saat ini. dalam setiap tindak
pi dana penmbunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, maka syarat nutlak yang
harus ada agar niat nerencanakan dan nenmbunuh terwjud, haruslah ada notivasi,
| atar belakang dan alasan yang sangat kuat dari pelaku/ Terdakwa. Seseorang
menbunuh nyamuk-pun ada motifnya, yaitu notif agar tidak digigit atau notif agar
tidak terkena demam berdarah, ol eh karenanya nenjadi sangat tidak masuk akal,
janggal, dan sungguh aneh jika JPU nendakwa CEDI |RI ANTO dan YETI SUSM ARTI
menbunuh MUNIR, SH, tetapi tanpa disertai adanya notif apapun.

| X. Uraian yg SPEKULATI F

Dal am Surat Dakwaan halaman 4 alellia 3, JPU nenyatakan: "Bahwa Terdakwa
memasukkan racun arsen kedal am mi numan orange juice tersebut karena Terdakwa
tahu MUNFR. SH.. tidak m num al kohol .. ... dst",

Surat Dakwaan JPU tersebut nmerupakan dakwaan yang kabur, tidak jelas, dan
spekul atif, karena penyusunan Surat Dakwaan tersebut hanya di dasarkan anggapan
dari JPU saja, tanpa didasarkan pada suatu hasil pemreri ksaan nmaupun urai an yang
yang nel atar bel akangi keadaan yang di nyatakan ol eh JPU. Tanpa dasar dan al asan
yarlg jelas, secara spekulatif telah nenyatakan bahwa Terdakwa tahu persis
MUNI R, SH tidak m num al kohol .

Seharusnya JPU nengur ai kan | ebi h dahul u sej auh mana Terdakwa kenal dengan MUN R,
SH sehi ngga bi sa persis nengetahui bahwa Munir pasti akan nmemlih O ange Juice!
Ti dak pernah terganbar sebelummya hubungan kedekatan antara MUNIR SH dengan
Ter dakwa, apakah sebagai terman akrab ataukah sekedar kenal an biasa, atau ada
orang lain yang nmenberi tahu hingga Terdakwa sanpai nengetahui persis bahwa
MUNI R, SH tidak akan m num al kohol .



O eh karena Surat Dakwaan JPU tidak secara |engkap nengurai kan "pengetahuan
Terdakwa tenta~g kebiasaan mem num Munir" nmaka surat dakwaan tersebut harus
di anggap sebagai spekul asi dan imaginasi JPU. Apal agi nmengingat penerbangan
Garuda tidak nenyedi akan W ne tetapi Chanpagne. Maka menjadi kan Surat Dakwaan
tidak layak untuk dijadi kan pegangan dal am neneri ksa perkara ini. Surat Dakwaan
yang dem kian jelas-jelas nmerugi kan kepentingan Terdakwa dalam nelakUkan
penbel aannya, ol eh karena itu patut untuk ditol ak.

Kekaburan, ketidakjelasan, dan Kketidakcermatan Surat Dakwaan JPU kenbali
terul ang pada hal aman 4 al eni a terakhir yang nenyat akan:

"Bahwa saat nenawar kan m numan tersebut, bai k Terdakwa, saksi CEDI | Rl ANTO dan
saksi YETI SUSM ARTI tahu dan dapat nemasti kan bahwa saksi LIE KH E NG AN yang
adal ah warga Bel anda akan nmenmilih w ne"

JPU dengan anggapan aan asunsinya yang spekulatif dan tanpa alasan yang logis
tel ah berani nemasti kan bahwa saksi CEDI | RI ANTO dan saksi YETI SUSM ARTI "tahu
dan dapat nenasti kan bahwa saksi LIE KH E NG AN yang adal ah warga Bel anda akan
memlih wine". Atas dasar dan al asan apa JPU nenyatakan saksi OEDI | RI ANTO dan
saksi YETI SUSM ARTI tahu bahwa nantinya LIE KH E NG AN bakal nem num wi ne dan
MUNI R, SH akan m num orange juice? Surat Dakwaan tersebut akan nenjadi |engkap
hanya apabila JPU sebel umya nengurai kan (misal nva) bahwa selanma 15 tahun-an
nmenj adi pranugara dan pramugari, saksi OEDI | R ANTO dan saksi YETI SUSM ARTI
tel ah berul angkali bertenmu dan nenyaji kan m numan kepada MUNIR, SH dan LIE KH E
NG AN hingga mereka tahu persis kebiasaan MJNIR, SH dan LIE KH E NG AN
Meski pun seandai nya al asan i ni pun di gunakan, masih bel um cukup kuat juga untuk
nendakwa bahwa saksi OEDI | RI ANTO dan saksi YETI SUSM ARTlI tahu persis bahwa
nantinya MUNIR, SH akan m num orange juice, nengingat penunpang yang mereka
beri kan sajian minuman orange juice bukan cuma MUINIR, SH dan LIE KH E NG AN
saja, masih ada banyak penunpang |ain yang duduk bersama MUINIR, SH dan LIE KH E
NG AN. Seandai nya orange juice yang dihidangkan ol eh saksi OED |RI ANTO dan
saksi YETI SUSM ARTI di berikan racun arsen, tentunya bukan hanya MINIR SH saja

yang ker acunan,



penunpang yang | ain pun tentunya akan nengal am hal yang sa ma dengan MUNI R, SH,
keracunan dan neni nggal dunia !!

Barangkal i dal am menyusun Surat Dakwaan-nya, JPU telah terinsprirasi oleh
Pesul ap Dedy Corbuzier, yang dalam tiap Shownya di Televisi telah nengetahui
suatu kejadian yang akan terjadi kenudian. Oeh karena Surat Dakwaan JPU
tersebut di atas didasarkan pada asunsi dan anggapan bel aka tanpa al asan, naka
pat ut kal au Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena itu nohon
unt uk ditol ak sel uruhnya.

Dal am Surat Dakwaan hal aman 4 alenia 2, JPU nenyatakan: "Bahwa pada saat saksi
CEDI | RIANTO nenyi apkan wel cone drink tersebut Terdakwa segera beranjak dari
tenmpat duduknya berjal an nmenuju pantry dekat bar prem um Pada saat nana kiranya
di maksudkan Terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedal am mi nunan orange juice yang
akan di hi dangkan kepada MUNIR, SH........ dst".

Dal am dakwaan tersebut. JPU secara Tl DAK LENGKAP nengabai kan kewaj i bannya unt uk
mengur ai kan bagai nana Terdakwa nenasukkan racun arsen. Apakah dimasukkan ol eh
Terdakwa sendirian saja? Ataukah dinmasukkan secara bersama-sama dengan CEDI
| RIANTO, rmengingat pada saat yang bersamaan. saksi OEDI | RI ANTO sedang
nenyi apkan wel cone drink?

Tidak terganmbar sama sekali keadaan secara bersama-sana yang bagai nana yang
di | akukan ol eh Terdakwa dan saksi CEDI | RI ANTO sebagai nana tel ah JPU urai kan pada
per mul aan Surat Dakwaan

Keti dak | engkapan JPU dal am nengurai kan kej adi an tersebut menunjukkan keti dak
cermat an, sehingga nengaki bat kan Surat Dakwaan menjadi kabur. Tidak terganbar
pul a suatu keadaan yang | ogi s dan masuk akal bahwa nantinya MUNIR, SH pasti akan
mem num or ange juice, misalnya: MINNR SH sebel umya tel ah memesan orange juice
tersebut. Dengan immjinasinya sendiri yang spekul atif, JPU dengan gegabah (tidak
cermat) tel ah nemasti kan bahwa nanti nya MUNIR, SH akan nem num orange j ui ce yang
nmenurut JPU sudah diberi racun arsen, padahal jelas bahwa wel conme drink adal ah
penyajian mnuman yang pilihannya diserahkan kepada para penunpang, para
penumpang



bebas mem i h m numan yang mana nmenurut sel era, TANPA ADA PEMESANAN sebel umya

Dal am Surat Dakwaan hal aman 5 al enia 3, JPU nenyatakan: "Selang 15 nenit setel ah

take off, MUNIR, SH nulai nerasa nul es sebagai akibat nulai bereaksinya racun

arsen di dal am t ubuhnya dst".

Dal am Surat Dakwaan tersebut, kenbali JPU nenperlihatkan ketidak-cermatannya

hal ini terlihat dalam kalimat: "mules sebagai akibat nulai bereaksinva racun
arsen didal am tubuhnya... dst". Atas dasar dan al asan apa JPU nenasti kan bahwa
rasa mules MUNIR, SH diaki batkan ol eh racun arsen? Ti dak pernah sebel utmya JPU
nengganbar kan dasar dan alasan hingga JPU nengkonstruksi Kan bahwa MJUN R, SH
nul es karena racun. Tidak ada uraian yang nenjel askan m sal nya: nenurut hasil

otopsi racun nulai bereaksi 8 atau 9 jam sebelum MUNIR. SH neni nggal! sehingga
di perkirakan kira-kira 15 nmenit setelah take off dari Singapura MUNIR, SH sudah
mengal ami nules di perut. Prem s-prem s dal am Surat Dakwaan yang tidak | ogis dan
tidak beralasan tersebut tentunya tidak |ayak wuntuk dijadi kan dasar dal am
neneri ksa perkara ini, oleh karenanya patut kalau Surat Dakwaan yang deni ki an
ini ditolak sel uruhnya.

X. SURAT PALSU

Dal am dakwaan kedua, Terdakwa dituduh nel akukan perbuatan dengan sengaj a nemaka
surat pal su atau yang di pal sukan seol ah-ol ah asli, dan penakai an surat itu dapat
nmeni mbul kan kerugi an sebagai mana di mnaksud dal am pasal 263 ayat (2) KUHP

Unsur perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Pasal tersebut, nenurut
R Soesi | 0® adal ah;

1. Menbuat surat pal su, nmenbuat yang isinya bukan senestinya (tidak benar)

atau menbuat surat sedem ki an rupa, sehingga nmenunjukkan asal surat itu
yang tidak benar.

¥ KUHP- Komentar-Komemamva Pasal-demi asal-Politeia-Bo2or, R.Soesilo-Cetakan Th 1995- halaman 195.



2. Menal su surat, Menguban surat sedem kian rupa, sehingga isinya nenjadi

lain carl 1Sl yang asli atau sehingga surat itu nenjadi lain dari pada

yang asli.

Kedua pengertian ini tidak secara jelas diuraikan oleh JPU dal am dakwaannya.
M sal nya. tentang Nota Perubahan Schedui e Nonmor OFA/219/04. Dihalaman 7, alinea

ke. 3. "JPU nenerangkan surat tersebut saat itu juga ditanda tangani sendiri

ol eh saksi Rohainil Aini padahal saksi Rohainil tidak berwenang untuk itu."’

Di sini JPU bicara soal ketidak- wenangan Rohainil, namun tidak diurai kan |ebih
| anjut, apakah tidak berwenangnya Rohainil berarti Rohainil telah nelakukan

penmal suan surat ?

JPU samm sekali tidak nmengurai kan bagaimna surat itu dipalsukan. Apakah
di pal sukan dal am pengertian yang pertama (nmenbuat surat yang isinya bukan
senestinya) atau pengertian yang kedua (mengubah surat)? Dari uraian JPU
tanmpaknya tidak termasuk dua-duanya. Namun anehnya, tiba-tiba tanpa uraian yang
jelas JPU nenyatakan di alenia berikutnya (alenia 4) bahwa Nota tersebut
"ternyata pal su" karena sesungguhnya sebel um nota tersebut dibuat, tidak pernah

ada perintah dari saksi Ranel gia.

Urai an ini nmakin mengaburkan masal ah, karena nemal su surat, menurut JPU adal ah
bila tidak menperoleh perintah atau wewenang dari orang lain. Kam katakan
KABUR, karena hal yang dem ki an itu bukan unsur pidana yang dilarang ol eh Pasa
263 KUHP

Tidak jelas, sehinga sama sekali tidak secara tegas terganbarkan dari uraian
JPU, siapa yang di anggap sebagai yang nenmal su surat, Ranel gi a-kah atau Rohainil ?
Jika dari posisi "surat" saja tidak jelas nmaka makin tidak jelas bagai mana

Ter dakwa bi sa di dakwa nenggunakan surat pal su?

Dari uraian JPU perihal permalsuan ini juga tidak jelas apakah terdakwa
Pol | ycarpus di dakwa sebagai yang memakai surat palsu, atau yang nmenyuruh
nel akukan penal suan? | ni pertanda JPU asal -asal an dal am nenyusun surat dakwaan,
tidak | ebih dari sekedar nenyal in bunyi undang-undang kedal am surat dakwaan



Lagi pul a, terkesan sekali bahwa Pasal ini adal ah pasal tenpelan. Artinya, tujuan
ut amanya bukan unt uk nmenegakkan hukum dan keadil an, tetapi tujuannya senata-nata
unt uk menghukum t er dakwa.

Xl . VI SUM et REPERTUM

Bahwa sesuai dengan uraian JPU di dalam surat dakwaan, halaman 6, maka JPU
ber kesj npul an bahwa kenmatian Munir adal ah di sebabkan karena "konsentrasi arsen
yang meni ngkat". Kesinpulan ini didasarkan pada hasil visum et repertum yang
di buat pro justitia Kenmentrian Kehaki man |enbaga Forensik Belanda tanggal 13
Okt ober, 2004, ditanda tangani ol eh dr Robert Visser, dokter dan patol og bekerja
sama dengan dr. B. Kubat, yang tel ah mel akukan otopsi mayat atas nama MJN R, SH.
Sudah jelas, tanpa ada kontroversi, bahwa | ocus delictie dari perkara ini adal ah
Republi k Indonesia. Sehingga adalah jelas bahwa hukum |ndonesia-lah yang
berl aku. O eh karena itu nmerupakan suatu keti dak-cermatan yang sangat vital bila
dal am proses justisia ini JPU nmenggantungkan kesi npul annya pada suatu | enbaga
Kehaki man asing (Belanda). Locus delictienya di |Indonesia tetapi nengapa ol ah
TKP | Visum et Repertum dan autopsi dilakukan ol eh Lenbaga Asing bukan ol eh

aparat/institusi Indonesia?

Ber dasarkan Pasal 131 ayat (1) KUHAP penyidi k nestinya nelakukan olah TKP di
Bel anda, tetapi nengapa tidak dil akukan, sehingga beraki bat terdakwa Pollycar pus
di dakwa atas dasar proses hukum yang sebagi an di antaranva dil akukan ol eh apar at
asing (Belanda?). deh karena itu proses peradilan ini nmengandung suatu cacat
hukum karena adanya keterlibatan aparat asing secara independen, yang kerudi an
di j adi kan dasar dakwaan ol eh rekan JPU

Maj el i s Haki myang kam nul i akan,
Penyel i di kan nenurut KUHAP adal ah serangkai an tindakan Penyelidi k untuk mencari

dan nenenmukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna nenent ukan
dapat at au ti daknya di I akukan penyi di kan.



Dengan deni ki an nmaka proses Visum et Repertum dan autopsi nerupakan bagi an dari
serangkai an tindakan penyelidi kan. Penyelidik (Pasal 1.4 KUHAP) adal ah Poli si
Republ ik I ndonesia (POLRI). Oeh karena itu Visum et Repertum in casu kematian
Muni r, haruslah dininta oleh POLRI . Demi kian pula pendapat Guru Besar dan Dekan
Fakul tas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr. H kmahanto Juwana. yang
menegaskan bahwa yang wajib menminta autopsi adalah POLRI.* Didalam Surat
Dakwaan, JPU tidak nmengurai kan atas inisiatif siapa Autopsi atas al marhum Minir
itu dilakukan. Sehingga dakwaan JPU adal ah tidak |engkap. Karena tidak |engkap
maka tidak cermat. Atas dasar ini maka beralasan bila Surat Dakwaan di nyatakan
batal dem hukum atau seti daknya tidak dapat diterina.

XI'I. PENUTUP

Perlu kam sanpai kan pada bagian penutup ini, bahwa segala keberatan kam di
atas semuanya adalan tentang formalitas Surat Dakwaan. Segala uraian kanm di
atas adal ah dal am rangka menguji kecermatan, kejelasan dan kel engkapan Surat
Dakwaan yang tel ah dirumuskan ol eh rekan jaksa pefluntut umum Sama sekali tidak
nemahas "pokok perkara". Sehingga, nohon dengan hormat Sdr JPU, tidak nenghi ndar
dari kewaji bannya untuk nenanggapi dengan jawaban klasik seperti "Eksepsi
Penasi hat Hukum t el ah nmemasuki pokok perkara".

Pengamatan kam, bila JPU kesulitan nenanggapi naka dengan nudah dan dengan
bahasa yang standar, nengatakan bahwa kam telah nmenmasuki Pokok Perkara.

Mari | ah sebagai sesama penegak hukum kita mengupayakan kebenaran dan keadil an,
apabila nemang perkara ini nenurut hukum tidak dapat dil anjutnya, maka sudah
seharusnya perkara ini dihentikan sanpai di sini. Janganlah nenmaksakan diri
untuk nmenenuhi target tertentu atau sekedar nenyelanmatkan nuka dengan
mengor bankan Terdakwa dan mengor bankan hukum serta keadilan dan kebenaran itu

sendiri.

* Disampaikan didalam seminar tentang “Aspek Medika Jegal Pemeriksaan Forensik antar Negara" Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. 16 Desember, 2004



Berdasarkan uraian di atas, nmka kam nenohon agar Mjells Hakim Peneriksa

Perkara berkenan neneriksa, nengadili dan nenjatuhkan putusan sela dengan anar

put usan sebagal berikut:

ok~ w DN

VENGADI LI

Menerima dan nengabul kan nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum
Ter dakwa unt uk sel uruhnya;

Menyat akan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Dem Hukum

Menbebaskan Terdakwa dari segal a dakwaan Jaksa Penuntut Unum

Mener i nt ahkan Jaksa Penuntut Umum nel epaskan Terdakwa dari tahanan;
MenbebanKan ongKos per Kara kepada negar a.

Dem ki an Not a Keber at an/ eksepsi kam, atas perhatian dan terkabul nya pernohonan

di atas. kam nenghaturkan banyak terima kasih.
Hor mat kam ,
Ti m Penasi hat Hukum Ter dakwa
Jakarta, Selasa 16 Agustus 2005
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